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Analisis Tentang Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT)

(Studi kasus di Kabupaten Kediri)
Oleh : Suryo Widodo!

Abstrak

Kebijakaff@pemerintah untuk menaikan BBM 80% dari harga semula dan diikuti
memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin (gakin), menjadi
kontroversi di tahun 2005. Penelitian ini mengungkapkan implementasi BLT
tersebut di lapangan. Hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa:

Data di BPS (2003) menyebutkan terdapat 257.243 gakin dari 353.875 jumlah
keluarga berarti terdapat 72% keluarga miskin di Kabupaten Kediri. Dari 257.243
gakin yang mendapat BLT tahap pertama sebanyak 97.389 gakin, berarti masih
terdapat 62% gakin yang belum mendapat BLT. Hampir semua yakni 99,2%
responden senang menerima bantuan berupa uang tunai. Terdapat 112 %
masyarakat yang merasa tidak layak mendapat bantuan dari pemerintah namun
menerima BLT (versi gakin). Walaupun besaranya tidak diketahui tingkat
kebocoran termasuk tinggi, karena sebagian besar 97% penerima BLT memberikan
ucapan terimakasi kepada petugas.

Kata Kunci: bantuan langsung tunai (BLT), Keluarga miskin (Gakin)

Pemerintah SBY menaikkan harga BBM 80% dari harga semula pada tanggal 1
Oktober 2005. Hal ini dalam upaya mengurangi defisit anggaran. Sebab tahun ini subsidi
BBM mencapai Rp 130 trilyun. Oleh karena itu untuk menjaga dampak kenaikan tersebut
terhadap beberapa komoditi lain maka pemerintah mengantisipasi dengan memberikan
dana kompensasi terlﬁap keluarga miskin. Yakni keluarga yang memiliki pendapatan
kurang dari Rp 170 ribu per bulan mendapatkan bantuan Rp 100 ribu per bulan per

keluarga yang diberikan bersamaan kenaikan harga BBM tersebut.

Vigi utama memberikan dan kompensasi tidak lain adalah untuk menghidupkan
ekonomi rakyat. Mubyarto (2001) menyebutkan istilah ekonomi rakyat adalah istilah
ekonomi sosial (social economics) dan istilah ekonomi moral (moral economy), yang sejak
zaman penjajahan dimengerti mencakup kehidupan rakyat ﬁiskin yang terjajah. Bung
Karno menyebutnya sebagai kaum marhaen. Ekonomi Rakyat adalah kegiatan atau mereka

yang berkecimpung dalam kegiatan produksi untuk memperoleh pendapatan bagi
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kehidupannya. Mereka itu adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin,

pedagang kecil dll, yang modal usahanya merupakan modal keluarga (yang kecil), dan pada
umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Tekanan dalam hal ini adalah
pada kegiatan produksi, bukan konsumsi, sehingga buruh _pabrik tidak masuk dalam profesi
atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih
luas yaitu pabrik atau perusahaan. Demikian meskipun sebagian yang dikenal sebagai
UKM (Usaha Kecil-Menengah) dapat dimasukkan ekonomi rakyat, namun sebagian besar
kegiatan ekonomi rakyat tidak dapat disebut sebagai “usaha” atau “perusahaan” (firm)
seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi perusahaan. Sehingga fokus pemberian dana
kompensasi ini pada kelompok masyarakat miskin atau keluarga miskin yang sering disebut

gakin.

Namun bila dana kompensasi tersebut tidak sampai kesasaran dengan utuh, tepat
waktu, disunat, atau dibagikan tidak sesuai jadwal maka tujuan pemerintah untuk
meringankan beban ekonomi keluarga tidak mampu tidak akan tercapai. Hasil polling yang
dilakukan Jawa Pos terhadap 1500 responden di Jakarta, Surabaya, dan Jogyakarta
menunjukkan bahwa 555% sistem penyaluran bantuan langsung tunai ini tidak mampu
mengatasi kebocoran pelaksanaan program. Untuk mengatasi ini 23,7 % responden
mengatakan perlu pengawasan dari berbagai elemen masyarakat secara terkontrol dan
terpadu untuk tahap selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut tim penelitian ingin melihat secara langsung

pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada Gakin tersebut.

1.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dan maksud diadakan penelitian penyaluran bantuan langsung tunai
(BLT) kepada keluaga miskin adalah,
1. untuk mengetahui apakah pendaftaran atau identifikasi keluarga miskin sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan (tepat sasaran).
2. untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembagian BLT secara langsung dilapangan

dapat berjalan dengan baik.




3. untuk mengetahui adanya kebocoron pada pelaksanaan pembagian BLT secara
langsung dilapangan.
1.2 Ruang Lingkup Penelitian
Lingkup bahasan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Penerima dana bantuan di Kabupaten Kediri
2. Pelaksana pembagian dana BLT di Kabupaten Kediri
3. Unsur lain yang terkait dengan BLT di Kabupaten Kediri.




KAJIAN TEORI
2.1 Istilah Gakin dan Ktriteria

Kriteria 'miskin' masih terus diperdebatkan, JAKARTA (Bisnis): Hati-hati
membantu orang miskin jika tidak mengerti kriteria kemiskinan dengan jelas, bisa-bisa
bantuan yang diberikan menguap begitu saja. [tulah pesan Siti Oemijati Djajanegara, staf

ahli Lembaga Demografi FE-UI, yang banyak mengamati masalah kemiskinan.

Beberapa rumah sakit di Jakarta, katanya, mulai tidak percaya dengan pengakuan
miskin pasiennya walau mereka datang dengan surat pengantar dari ketua RT atau lurah
tempat mereka tinggal. Melihat siapa yang mengunjungi dan makanan yang dibawa
pembesuk, saya ragu apakah pasien tersebut memang miskin, ujar Oemijati mengutip

seorang perawat.

Menurut Oemijati, orang tersebut secara fisik memang memenuhi kriteria miskin.
Makan tidak lebih dari 2.100 kalori per hari dan pendapatan kurang dari Rp 27.905 per hari.
Ukuran tersebut kasat mata, tetapi ada yang tidak kasat mata. Menurutnya, ada tiga hal
yang turut menentukan apakah seseorang dapat dikatakan benar-benar miskin, yaitu
kepastian atau ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan dasar, sikap mental atau cara
berfikir, dan jaringan sosial. Dalam kasus di rumah sakit tersebut, pasien yang
bersangkutan mempunyai jaringan sosial yang luas. Hal itu menunjukkan besarnya
peluang yang dimiliki orang tersebut sehingga tidak memerlukan bantuan yang relatif

besar.

Tolok ukur kemiskinan memang menjadi perdebatan yang tidak kalah
hebat dengan masalah peningkatan ekspor, misalnya, karena hal itu menjadi tolok ukur
kesejahteraan satu negara. Menurut team penelitian, kriteria miskin yang ditetapkan
pemerintah seperti jumlah kalori yang dikonsumsi untuk Kabupaten Kediri, tingkat

pendapatan Rp 600.000.00 per kapita per bulan.




Namun dalam menghapus masalah kemiskinan, katanya, pendekatan yang
dilakukan tidak cukup dengan kriteria seperti itu, perlu kajian sosial budaya sehingga
program dan dana yang disediakan efektif digunakan. Program penghapusan kemiskinan
perlu menerima kondisi relatif yang dimiliki satu lokasi, karena kriteria penghasilan

misalnya di Jakarta jelas berbeda dengan di Kediri.

Sampai saat ini Pemerintah belum melakukan identifikasi yang cukup akurat,
menurut, dalam mengatasi masalah kemiskinan. "Pukul rata saja,".Jumlah kalori yang
dikonsumsi, misalnya, menurut dia, tidak selalu menunjukkan kemiskinan. "Mereka
sengaja mengirimkan uangnya kepada keluarga di daerah." Tempat tinggal yang kumuh,
katanya, juga tidak selalu menunjukkan kemiskinan. Lokasi itu dipilih karena menawarkan
harga tempat tinggal murah untuk menekan biaya hidup atau mencari peluang usaha yang
paling menguntungkan di sekitarnya. Pendekatan yang komprehensit diperlukan agar
penanganan masalah kemiskinan mencapai sasaran. "Keluarga yang kelihatan miskin
tidak selalu membutuhkan modal, tergantung dari situasi kemiskinan dari masing-masing

keluarga."

2.2 Bentuk Bantuan

Keluarga miskin dengan jaringan sosial yang kecil dan sikap mental atau cara
berfikir yang masih sederhana membutuhkan bantuan yang lebih intens seperti pelatihan.
Mereka tidak bisa diberi modal untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain pendekatan
yang bersifat menyeluruh, penghapusan masalah kemiskinan memerlukan waktu yang
relatif panjang, paling tidak dalam kurun waktu satu pembangunan jangka panjang (PJP).
Dia menyayangkan penghentian program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dinilainya
cukup berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan karena sebenarnya tidak cukup dalam
waktu satu-dua tahun saja. Menjadi bumper Dimensi lain dari pengurangan jumlah orang
miskin adalah semakin kuatnya per-ekonomian nasional. Hal itu diakui Didin S.
Damanhuri, kepal&Penelitian Ekonomi Politik CIDES dan Ahli Peneliti Utama PEP-LIPI
Thee Kian Wee. Pada tahun 1993, jumlah penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan
ﬂencapai 25,9 juta jiwa atau 13,7% dari total penduduk. Sedangkan pada 1996, jumlah itu

menurun menjadi 22,5 juta jiwa atau 11,3% total penduduk. Menurut Thee, makin




sedikitnya jumlah orang miskin berarti tingkat kesejahteraan membaik, daya beli
masyarakat meningkat, dan pangsa pasar bagi barang industri semakin besar. Hal itu,
menurut Didin, dapat memperkuat daya tahan perekonomian nasional melalui partisipasi
masyarakat dalam perekonomian yang tumbuh tinggi. Daya beli mereka akhirnya
meningkat. Kemampuan daya beli yang semakin meningkat tersebut, katanya, menjadi
pasar yang besar bagi produk industri nasional yang belum efisien. Produk Indonesia yang
tidak laku di pasar internasional karena mahal akibat inefisiensi perusahaan, diserap oleh
pasar domestik yang sebagian besar masyarakat biasa. Penghapusan kemiskinan melalui
pembangunan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi bumper saat
perekonomian mengalami resesi. Menurut Didin, kebangkrutan (collapse) yang dialami
negara di Amerika Latin disebabkan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak dibarengi
dengan pembangunan sektor pertanian rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebijakan
kenaikan harga gabah, walau tidak setinggi sektor modern dan urban, katanya,
emberikan sumbangan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Didin menilai penurunan
jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan secara drastis merupakan
prestasi yang spektakuler dalam kelompok negara berkembang, walau batas garis
kemiskinan diakui belum berubah banyak dari perhitungan kebutuhan 2.100 kalori per
hari. Indonesia, lanjut dia, memang belum sejajar dengan Malaysia atau Korea Selatan
dalam mengurangi jumlah orang miskin. Didin mengharapkan beberapa program Inpres
seperti IDT dilanjutkan karena terbukti dapat mempercepat penghapusan kemiskinan.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Ul Arsjad Anwar, penghapusan kemiskinan perlu
ditekankan pada buruh tani, agar mereka memiliki kemampuan untuk mendapat
kesejahteraan seperti buruh lainnya. Sektor buruh di luar tani, kata Anwar, lebih baik
dibanding buruh tani. Karenanya mereka perlu dibekali keterampilan untuk dapat
berusaha di luar buruh tani.
Sedangkan pada tahun ini pemerintah dengan segala resiko mencoba memberikan

bantuan berupa uang dengan sebutan bantuan langsung tunai (BLT)




METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini ditinjau dari dua aspek yakni, aspek petugas dan aspek
penerima bantuan. Pengambilan dua aspek ini sebagai cros chek atau bentuk trianggulasi
data penelitian. Variabel penelitian untuk petugas BLT meliputi, usulan jumlah gakin,
sosialisasi program, kendala yang dihadapi petugas, pencairan BLT, kebocoran BLT.
Variabel penelitian untuk penerima BLT meliputi, bentuk bantuan, kelaikan masuk gakin
dengan kriteria masyarakat, kelaikan masuk gakin menurut kriteria BPS, sumber informasi

petugas pencacah, pengambilan BLT, dan kebocoran BLT.

3.2 Orientasi dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara obervasi langsung, survey dan interviu. Proses
pengumpulan data dimulai awal bulan Agustus 2005 yaitu dengan menyediakan angket
pada tempat pengambilan BLT di setiap kantor pos dilingkungan kabupaten kediri yang
terpilih atau yang telah dijadikan sampel penelitian. Untuk menjamin kelengkapan dan
kebenaran angket dilakukan observasi langsung dan interviu beberapa responden.
Selanjutnya angket yang terisi dan layak ditabulasikan untuk dianalisis lebih lanjut. Dan
akhirnya sampai akhir Maret 2006 angket yang disebarkan terkumpul 500 responden yang

telah mengisi dengan benar sesuai petunjuk pengisiaan.

?.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh penerima BLT di Kabupaten Kediri. Mengingat
terbatasnya waktu dan biaya mak&iperlukan untuk mengambil sampel penelitian.

Jika penelitian diadakan dengan populasi dari sebuah Kabupaten, sedangkan yang
harus menjadi sampel hanya sepuluh buah desa saja, ini berarti harus diseleksi sekian
banyak desa yang ada dalam kecamatan dalam kabupaten tersebut untuk dijadikan sampel.
Oleh karena itu Teknik Sampling Gugus Bertahap dapat digunakan untuk keperluan
tersebut, Bungin (2005;113).




Dengan model Teknik sampling gugus didapatkan sampel penelitian yaitu sepuluh
desa yang menyebar di sepuluh kecamatan berikut, Plemahan, Ringinrejo, Ngancar, Pagu,
Gampengrejo, Mojo, Papar, Kandangan, Tarokan, dan Pare. Selanjutnya dari masing-
masing kecamatan diambil 50 gakin yang menjadi sampel penelitian. Sehingga secara
keseluruhan terdapat 500 orang yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan untuk petugas
diambil 10 responden untuk qc%p kecamatan, sehingga secara keseluruhan terdapat 100

responden yang menjadi sampel penelitian.

3.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama delapan bulan, dimulai pada bulan Agustus
2005 sampai dengan Maret 2006, bertempat di sepuluh kecamatan yang tersebar di Wilayah
Kabupaten Kediri.
HASIL PENELITIAN

4.1 Usulan Jumlah Gakin
Usulan jumlah keluarga miskin (Gakin) ini ditentukan dengan menggunakan kuota
yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dari data di BPS (2003) terdapat 257.243 gakin dari
353.875 jumlah keluarga (72% keluarga di Kediri adalah miskin) di kabupaten Kediri.
Tabel 4.1: Hasil angket petugas Butir 1-4 tentang usulan Gakin

SETUJU | TDK SETUJU

No Pernyataan (%) (%)

Keterangan

Semua keluarga miskin (Gakin) di
1 desa, saya usulkan untuk mendapat 99 1
bantuan langsung tunai (BLT)

Semua Gakin yang saya usulkan

2 mendapat BLT 10 %
Jumlah penerima BLT sesuai dengan

3 8 92
yang saya usulkan

4 Jumlah penerima BLT ditentukan 99 1

oleh badan pusat statistik (BPS)
Sumber: Data diolah

Jumlah gakin yang diusulkan BPS untuk mendapatkan BLT sebanyak 100.829 KK

dan disetujui 97.389 gakin. Sehingga masih terdapat 3.440 gakin yang ditolak untuk




mendapat BLT. Bila dikonsultasikan dengan data seluruh gakin terdapat 38% gakin yang
telah mendapat BLT.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa petugas dari desa RT atau Perangkat
desa yang mengisi angket mengatakan bahwa semua gakin diusulkan untuk mendapat BLT
(99%) sedangkan kenyataan tidak semua gakin yang diusulkan mendapat BLT (92%).
Hampir seluruh petugas (99%) mengetahui bahwa jumlah penerima BLT telah ditentukan

oleh BPS melalui kuota dari pusat.

4.2 Sosialisasi Program BLT dan Kendalanya

Sosialisasi program BLT telah dilaksanakan di seluruh desa, dari 80% perangkat
desa termasuk RT telah mensosialisasikan program BLT ini dengan baik. Namun sebagian
warga 87% mengaku tidak jelas tentang adanya program BLT ini dan apa syarat-syarat
untuk dapat memperoleh BLT ini. Ini sesuai dengan pengakuan petugas 89% mereka
menemui kendala dalam mensosialisasikan program BLT ini. Dari pengamatan dilapangan
didapatkan bahwa petugas desa menganggap program ini terlalu mepet sehingga sulit
mendapatkan waktu untuk sosialisasi.

Tabel 4.2: Hasil angket petugas Butir 7-9 tentang sosialisasi program BLT

SETUJU | TDK SETUJU
No Pernyataan (%) (%) Keterangan
Saya mensosialisasikan program
7 BLT kepada warga 80 20
3 Semua warga saya telah jelas tentang 13 87
program BLT
9 Saya banyak mendapat kendala 89 1
dalam sosialisasi program BLT

Sumber: Data diolah
Sebagian warga mengaku bahwa mereka tidak datang pada waktu sosialisasi dengan
berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan masih bekerja, ada yang mengatakan
istirahat bahkan ada yang mengatakan saya ikut saja keputusan rapat alias tidak mau

datang.

4.3 Proses Pendataan oleh Petugas




Proses pendataan ini dilakukan oleh petugas pencacah dari BPS, namun kenyataan
mereka mendapatkan data dari petugas atau perangkat desa. Dari pantauan tim penelitian
59% perangkat desa diberikan tugas untuk m encatat sendiri Gakin di Desanya. Hasil ini
menunjukkan kerawanan dalam penentuan gakin yakni pilih-kasih dalam mendaftar gakin.
Sebanyak 13% perangkat yang mendata gakin ditemani petugas dari BPS.

Tabel 4.3: Hasil angket petugas Butir 5,6dan 12,13 tentang pendataan Gakin

SETUJU | TDK SETUJU
No Pernyataan (%) (%) Keterangan
Saya mendata sendiri Gakin di desa 59 41
6 Saya mendata Gakin bersama 13 87
petugas BPS
Sebagaian Gakin ada yang tidak
12 mendapatkan BLT 9 5
13 Sebagaian warga ingin dimasukkan 94 6
kedalam daftar Gakin

Sumber: Data diolah
Dari lapangan juga ditemukan bahwa 95% petugas mengetahui bahwa sebagian
gakin masih ada yang tidak mendapat BLT. Bahkan sebagian dari warga 94% ingin
dimasukkan daftar gakin. Hal ini menarik untuk didiskusikan bahwa sebagian masyarakat
masih mengharapkan dapat bantuan dari pemerintah, meskipun secara nyata mereka
berkecukupan. Ini menuntut kita untuk memperketat persyaratan dan mempertegas kriteria

gakin.

4.4 Bentuk Bantuan

Hampir semua 99,2% responden senang menerima bantuan berupa uang tunai.
Hanya 192% yang senang menerima bantuan berupa beras atau pakaian. Dan 8.8 %
mereka senang diberi bantuan berupa alat untuk kerja.

Tabel 4.4: Hasil angket penerima Butir 1-3 tentang bentuk bantuan

No Pernyataan SE‘:%U)JU TDK (S‘;; ;TUJU Keterangan
Saya senang bantuan yang diberikan

! pemerintah berbentuk uang (tunai). 92 08
Saya lebih senang jika bantuan yang

2 | diberikan pemerintah berupa beras 19.2 80.8
atau pakaian.
Saya lebih senang jika bantuan yang

3 | diberikan pemerintah berupa alat 88 91.2
untuk kerja.




Sumber: Data diolah

Temuan ini juga merupakan bukti kebijakan pemerintah memberikan bantuan
berupa uang tunai mendapat dukungan penuh dimata gakin. Dengan diberikan uang tunai
gakin diberikan kebebasan untuk membelanjakan uang tersebut sesuai kebutuhan mereka.
Sehingga pemberian bantuan tidak sia-sia, karena jika diberikan barang yang tidak sesuai
dengan kebutuhan-nya mereka akan menjualnya dan akibatnya nilai jualnya tidak sesuai

dengan nilai bantuan.

4.5 Kelaikan Masuk Gakin versi Penerima BLT

Kelaikan mereka masuk gakin versi penerima BLT ini menunjukkan tingkat
kejujuran masyarakat menilai kelas dari keluarganya sendiri. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat 112 % masyarakat yang merasa tidak layak mendapat
bantuan dari pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa keakuratan data masih kurang.
Karena melebihi 10% dari signifikansi yang secara universal dipakai dalam penelitian.

Hasil yang sama juga ditunjukkan bahwa terdapat 11,2 % masyarakat yang merasa
tidak miskin tetapi masuk dalam daftar gakin. Dan menurut mereka 58.8% mengatakan
bahwa masih banyak gakin yang belum mendapat BLT, bahkan 32.2% mengatakan masih
ada yang penghasilannya dibawah mereka belum mendapat BLT.

Tabel 4.5: Hasil angket penerima BLT Butir 4-8
tentang Kelaikan masuk Gakin versi penerima BL'T

No Pernyataan SE(E,BJU TDK (Sc/% ;TUJU Keterangan
4 [S):;ae :?:;:Tendapat bantuan dari 88.8 112
S|t o gy | o
| M bamak kevaraseperisns | sgx | i
7| ibawah sva tdak mendapat BLT. | %22 78
| bt beprtiaden |2 | s

Sumber: Data diolah




Dan yang lebih memprihatinkan bahwa 47,2% mereka yang mendapat BLT
penghasilanya diatas rata-rata penerima BLT. Ini mengingatkan petugas untuk lebih

berhati-hati dalam menetapkan daftar gakin.

4.6 Kelaikan Masuk Gakin Versi BPS

Terdapat 11,6% penerima BLT yang memakai sepeda motor untuk keperluan
sehari-hari, hasil ini konsisten dengan hasil kelaikan gakin versi penerima, yang
mengatakan 11,2% mereka tidak layak masuk gakin.

Tabel 4.6: Hasil angket penerima BLT Butir 9-13
tentang Kelaikan masuk Gakin versi BPS

SETUJU | TDK SETUJU
No Pernyataan (%) (%) Keterangan

9 Untuk keperluan sehari-hari saya

selalu memakai sepeda motor. 116 88.4
10 Penghasilan rata-rata saya per bulan

kurang dari Rp 600.000,- 8.6 214
11 Saya menggunakan kayu/ arang

untuk memasak 78 202
12 Llanltau rum.ah saya keramik atau 2.6 574

p dari semen
13 Saya memiliki hewan ternak sendiri

(kambing/ sapi) 164 83.6

Sumber: Data diolah
Begitu juga bila penghasilan penerima BLT bila dikonsultasikan dengan penghasilan
maksimal Rp 600000, sesuai kebutuhan pokok minimal, maka terdapat 21,2% yang
memiliki penghasilan di atas Rp 600000.-. Kesesuaian ini juga konsisten jika
dikonsultasikan dengan kriteria BPS dalam memasak 79.8% penerima BLT masih
menggunakan arang atau kayu bakar. Sedangkan jika dilihat dari lantai rumah, terdapat
42 .6% penerima BLT yang lantai rumahnya keramik atau diplester dengan semen. Dan jika
ditinjau dari hewan ternak yang dimiliki, 16,4 % penerima BLT memiliki hewan ternak
sapi atau kambing. Sehingga tingkat kesesuaian penerima BLT menurut kriteria BPS

sekitar 80%.

4.7 Sumber Informasi Petugas Pencacah
Sumber utama gakin sebagian besar berasal dari ketua RT ataupun perangkat desa,

dan sedikit dari mereka yang didata langsung oleh petugas pencacah dari BPS.




Tabel 4.7: Hasil angket penerima BLT Butir 14-16
tentang Sumber Informasi Petugas Pencacah

Y| endapatian BTt | 628 2
" | Stk mendapatan BLT i, | 48 32
16 3:{::1:1 ﬁ:ﬁ?;p(:fﬁageﬁlfﬁﬁps 14.2 85.8

Sumber: Data diolah

Ini ditunjukkan oleh hasil penelitian bahwa 62.8% mereka didaftar oleh ketua RT,
64.2% mereka didaftar oleh perangkat desa, dan 14,2% mereka didata langsung oleh
petugas pencacah dari BPS. Hal ini akan memicu penyimpangan karena data banyak yang
diperoleh secara langsung yakni hanya dari data sekender yang diperoleh dari RT maupun
perangkat desa masing-masing. Sehingga keakuratan data gakin ini masih diragukan.
Karena masih banyak yang mengaku mereka mestinya tidak layak masuk gakin tetapi

didaftar dan sebaliknya masih banyak mengaku gakin tetapi mereka tidak didaftar.

4.8 Proses Pengambilan BLT

Proses pengambilan BLT ini sebagian besar dikordinasikan oleh desa 33.4% dari
penerima BLT. Hasil ini juga konsisten dengan pengakuan perangkat desa bahwa 50%
mereka mengkodinasikan pengambilan BLT di kantor pos kecamatan. 39,.8% mereka
mengambil sendiri di kantor pos. Tetapi sebagian besar dari mereka 91,2% senang jika
BLT langsung diterimakan dirumah. Dan hanya 53,6% yang menginginkan BLT
diterimakan di Balai Desa masing-masing.

Tabel 4.8: Hasil angket penerima BLT Butir 9-13
tentang Proses Pengambilan BLT

SETUJU | TDK SETUJU
No Pernyataan (%) (%) Keterangan

17 BLT saya ambil sendiri di kantor 398 60.2

POS.
18 Untuk mengambil BLT

dikordinasikan oleh Kepala Desa. 334 66.6
19 Saya lebih senang jika BLT

diterimakan di rumah 91.2 83
20 Saya lebih senang jika BLT 53.6 46.4




| | diterimakan di kantor Desa | | | |
Sumber: Data diolah

Dari pantauan dilapangan banyak kerawanan jika pengambilan dilakukan di kantor
pos, terutama bagi yang sudah tua atau jompo. Masih memerlukan kearifan pemerintah

untuk memikirkan kelompok ini.

4.9 Kebocoran BLT

Usaha pemerintah dalam memberantas KKN ini dibuktikan dengan kebijakan
pengambilan BLT, harus diambil sendiri tanpa perantara. Ini sesuai dengan hasil
dilapangan bahwa 98 2% mereka menerima bantuan BLT utuh tanpa potongan. Namun
budaya timur yang menganggap bahwa yang memberikan bantuan adalah petugas masih
banyak yang memberikan ucapan terimakasih dengan memberikan sebagian BLT yang
mereka terima. Bahkan yang diberi bervariasi mulai dari ketua RT, petugas kantor pos,
perangkat desa maupun ketua rombongan. Rerata 97% mereka memberikan sebagian BLT
mereka kepada petugas.

Jika ini dianggap kebocoran BLT maka tingkat kebocoran termasuk tinggi, karena
semua memberikan ucapan terimakasi kepada petugas (97%). Tetapi besarannya tidak
termonitor karena mereka merasa enggan untuk menunjukkan besarannya, namun
dipastikan hampir semua 98,6% memberi.

Tabel 4.9: Hasil angket penerima BL'T Butir 21-25
tentang Kebocoran BLT

SETUJU | TDK SETUJU

No Pernyataan (%) (%) Keterangan
21 BLT saya terima utuh tanpa ada 98.6 14
potongan
22 Saya memberikan sebagian BLT
kepada RT sebagai ucapan 2 98
terimakasih
23 Saya memberikan sebagian BLT
kepada perangkat desa sebagai 02 99.8

ucapan terimakasih

24 Saya memberikan sebagian BLT
kepada petugas kantor POS sebagai 02 99.8
ucapan terimakasih

25 Saya memberikan sebagian BLT
kepada ketua rombongan sebagai 10.8 89.2
ucapan terimakasih

Sumber: Data diolah




Hasil ini juga diperoleh dari pengakuan petugas (angket no 1l untuk petugas)

bahwa 11% mereka diberikan uang BLT dari gakin sebagai ucapan terimakasih.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

(o]
5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di uraikan diatas diperoleh beberapa simpulan sebagai

berikut:

1.

Data di BPS (2003) menyebutkan terdapat 257243 gakin dari 353.875 jumlah
keluarga berarti terdapat 72% keluarga miskin di Kabupaten Kediri. Dari 257.243
gakin yang mendapat BLT tahap pertama sebanyak 97.389 gakin, berarti masih
terdapat 62% gakin yang belum mendapat BLT.

. 80% perangkat desa termasuk RT telah mensosialisasikan program BLT ini dengan

baik. Namun mereka banyak menemui kendala, sehingga sebagian warga 87%

mengaku tidak jelas tentang adanya program BLT ini.

. Sebanyak 13% perangkat yang mendata gakin ditemani petugas dari BPS dan lainya

mengaku mendapatkan data dari RT atau perangkat.

. Hampir semua yakni 992% responden senang menerima bantuan berupa uang

tunai.

. Terdapat 11,2 % masyarakat yang merasa tidak layak mendapat bantuan dari

pemerintah namun menerima BLT (versi gakin).

Terdapat 11,6% penerima BLT yang tidak laik masuk gakin versi kriteria BPS. Hal
ini ditunjukkan dengan kepemilikan sepeda motor untuk keperluan sehari-hari.
14.2% penerima BLT yang didata langsung oleh petugas pencacah dari BPS, salah
satu hal yang memicu ketidak akuratan data atau memunculkan keraguan.

Sebagian besar dari penerima BLT 91,2% senang jika BLT langsung diterimakan
dirumah. Dan 53,6% mereka mendukung BLT dapat diberikan di balai desa masing-
masing.

Walaupun besaranya tidak diketahui tingkat kebocoran termasuk tinggi, karena

sebagian besar 97% penerima BLT memberikan ucapan terimakasi kepada petugas.




5.2 Rekomendasi

Dari kesimpulan hasil penelitian yang di uraikan diatas diperoleh beberapa

rekomendasi sebagai berikut:

1.

Untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan maka perlu diusulkan

peningkatan jumlah kuota penerima BLT hingga mencapai 100%.

. Kualitas sosialisasi program perlu ditingkatkan lagi, karena dari 80% perangkat

desa termasuk RT telah mensosialisasikan program BLT ini baru 23% penerima
BLT yang mengaku telah jelas tentang adanya program BLT ini.

Untuk menghindari kesalahan data maka petugas pencacah harus turun langsung
kelapangan sehingga data gakin penerima BLT autentik atau sesuai dengan keadaan

sebenarnya.

. Pemberian bentuk bantuan berupa uang tunai harus dipertahankan. Karena hampir

semua yakni 99.2% responden senang menerima bantuan berupa uang tunai.

. Perlu adanya verifikasi lagi tentang daftar gakin tahap pertama, karena terdapat

11,2 % masyarakat yang merasa tidak layak mendapat bantuan dari pemerintah
namun menerima BLT (versi gakin). Begitu juga terdapat 11,6% penerima BLT
yang tidak laik masuk gakin versi kriteria BPS.

perlu dipikirkan tentang penerimaan BLT dapat dilakukan dirumah masing-masing,
karena 91.,2% penerima BLT mendukung hal ini.

Perlu adanya pihak pendamping atau pemantau pencairan BLT. Hal ini untuk
mendukung program percepatan pemberantasan KKN di pemerintah. Karena hasil

penelitian 97% penerima BLT memberikan ucapan terimakasi kepada petugas.
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